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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pertumbuhan belanja modal tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Belanja 

modal mengalami penurunan  pada tahun 2010-2012 masing-masing sebesar 

Rp 60.672.304.896, Rp 42.625.881.090, dan  

Rp 27.213.385.652 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 

sebesar Rp 37.469.126.242,00 dan Rp 48.666.833.744,99. Ada item belanja 

modal yang persentase pertumbuhannya negatif seperti belanja modal 

peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2011 sebesar -64,59 % dan 2012 

sebesar -35,68 %, belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2011 

sebesar -67,76 %, dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 

anggaran 2011 dan 2012 masing-masing sebesar -150,33 % dan -160,96 %. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya belanja modal Dinas 

Pekerjaan Umum  selama lima tahun terakhir yakni dari 2010-2014 yaitu : 

(1) Tidak ada penambahan aset pada tahun berjalan dan, (2)  melemahnya 

konsumsi pemerintah yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran 

belanja modal. 
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6.2 Saran 

1. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, serta 

gedung dan bangunan perlu ditingkatkan lagi agar penyediaan infrastruktur 

publik lebih memadai. 

2. Program/kegiatan yang sudah dianggarkan harus tetap dijalankan agar 

anggaran belanja modal dapat terserap dengan baik,  sehingga realisasi 

anggaran belanja modal seimbang dengan anggaran yang telah ditetapkan. 
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